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ABSTRAK

Danny Yulianto, 200610115156, Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
Di Muka Umum Menurut Undang Undang No. 9 Tahun 1998 Dan
Pelaksanaannya Dalam Kasus Monas Tanggal 1 Juni 2008, Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2008.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah
satu hak yang dimiliki warga negara dalam suatu negara yang berdasarkan atas
hukum. Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin hak kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka umum dalam Undang-Undang No. 9 Tahun
1998. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih belum dapat berjalan dengan baik
dan terkadang menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat. Kasus Monas
yang terjadi pada tanggal 1 Juni 2008 adalah salah satu peristiwa yang
menunjukkan hal tersebut. Penulis merumuskan masalah tentang bagaimana
batasan dalam tata cara menyampaikan di muka umum dan bagaimana sanksi
yang dikenakan terhadap para pelanggarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui batasan penyampaian pendapat di muka umum dan pelaksanaannya
dalam kasus Monas. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara
teoritis maupun secara praktis bagi pihak-pihak yang membacanya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Teknik pengumpulan
bahan hukum dalam penelitian in1 dilakukan melalui studi dokumen atau
kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengungkap kandungan norma
hukum dan kemudian disusun secara sistematis.

Dalam pembahasannya, penulis mengungkap batasan-batasan dalam tata
cara menyampaikan pendapat di muka umum menurut undang-undang yang
berlaku dan batasan-batasan yang belum diatur dalam undang-undang serta
pelaksanaannya dalam kasus Monas yang terjadi tanggal 1 Juni 2008. Selain itu,
dibahas pula sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar ketentuan Undang-
Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di
Muka Umum dan penerapannya oleh Polri. Penulis menyimpulkan bahwa masih
ada kesalahpahaman warga negara dalam memahami ketentuan dalam
menyampaikan pendapat di muka umum yang menurut undang-undang yang
berlaku dan belum dibuatnya suatu peraturan pelaksanaan dari UU No, 9 Tahun
1998. Aparat kepolisian juga dirasa masih belum tegas dalam menerapkan sanksi
terhadap para pelanggar Undang-Undang No. 9 Tahun 1998. Hal ini menjadi
salah satu akibat terjadinya konflik dan pertikaian antar kelompok masa
khususnya dalam kasus Monas tanggal 1 Juni 2008. Oleh karena itu, pemerintah
dan Polri perlu berperan aktif dalam mensosialisasikan serta mengawasi
pelaksanaan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 agar proses penyampaian
pendapat di muka umum dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan demokrasi
bangsa Indonesia.
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